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BUPATI ACEH TAMIANG 
PROVINSI ACEH 

 

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG 
NOMOR 42 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020 
 

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM 

 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 

BUPATI ACEH TAMIANG, 
 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata 

Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan 
Gelombang IV Tahun Anggaran 2020, merupakan perkiraan alokasi untuk bulan Maret sampai dengan 

Desember 2020 untuk Insentif Tenaga Kesehatan Daerah, hal ini adalah kelanjutan dari insentif sebelumnya 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/3945/2020 
tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/3772/2020 

tentang Daftar Penerima (LOKUS) Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan 
Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersumber BA-BUN Direktoral Jenderal 

Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan perjanjian kerjasama 
dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mendapatkan Bantuan berupa uang 

tunai tersebut; 

c. bahwa…. 

SALINAN 
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c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.07/2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik, terdapat laporan adanya kekurangan dana untuk pembayaran tunjangan guru PNSD 
dengan menggunakan dana cadangan yang sudah teralokasi pada tahun 2020, Kabupaten Aceh Tamiang 
mengajukan penambahan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru karena tidak mencukupi untuk 

penyaluran dana semester II; 

d. bahwa penyesuaian dan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 

Anggaran 2020 telah disetujui berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 
6270 Tahun 2020 dan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4389 Tahun 
2020; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 

2020;  
   

 
Mengingat  :  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo 

Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

     7. Undang-undang… 
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

 

 

  15. Peraturan ... 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapakali mengalami perubahan dan terakhir melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

    23. Peraturan … 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);    

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana 
telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

   32. Keputusan … 
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32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik; 

33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.7/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan 
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020; 

34. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan 
Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun 

Anggaran 2020; 

35. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima 

(LOKUS) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 9Covid-19) Bersumber BA-BUN Direktoral Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 
Anggaran 2020; 

36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan 
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi dan Penanganan 

Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020; 

37. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi 
Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

38. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);  

39. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 

Nomor 3); 

   

 

 

MEMUTUSKAN...

ANGSUNG 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 35 TAHUN 
2020 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH 
TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

 

a. Pendapatan 
1. semula  Rp. 1.356.109.893.020,00 

2. berkurang  Rp. 127.717.741.044,00 

Jumlah Pendapatan  Rp. 1.228.392.151.976,00 

 

b. Belanja 

1. Belanja Tidak Langsung 
a. semula  Rp. 693.644.624.758,00 
b. bertambah Rp. 7.676.914.919,03 

Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp. 701.321.539.677,03 
 

2. Belanja Langsung 

a. semula  Rp. 674.465.268.262,00 
b. berkurang Rp. 131.589.541.353,46 
Jumlah Belanja Langsung  Rp. 542.875.726.908,54 

 

c.pembiayaan... 
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c. Pembiayaan 
1. Penerimaan Pembiayaan  

a. semula  Rp. 15.000.000.000,00 
b. bertambah  Rp. 3.805.114.609,57 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 18.805.114.609,57 

2. Pengeluaran Pembiayaan  
a. semula  Rp. 3.000.000.000,00 

b. bertambah  Rp.  0,00 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 3.000.000.000,00 

 

Jumlah Pembiayaan netto Rp. 15.805.114.609,57 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan Rp. 0,00 

 

 

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan dua pasal yaitu Pasal 1A dan Pasal 1B, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
 

Pasal 1A 
 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dalam rangka penyesuaian 

dana transfer sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) point e pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
disebutkan apabila Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke 

daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-
undangan dengan melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud agar terlebih dahulu 

melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan 
pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang 

tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. 
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Pasal 1B 
 

Penyesuaian anggaran SKPK dilakukan terkait adanya penambahan dana transfer pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Aceh Tamiang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang, Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sesuai 

dengan regulasi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara 
Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan 
Gelombang IV Tahun Anggaran 2020, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : 

HK.02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: 

HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (LOKUS) Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang untuk 
Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersumber BA-BUN 

Direktoral Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

 
3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 
 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 3 

 
Perubahan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

5. Ketentuan... 
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5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal II 
 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR : 42 

Diundangkan di Karang Baru 
pada tanggal,  30 Desember       2020 M 

15 Jumadil Awal  1442 H 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ACEH TAMIANG, 

dto 

BASYARUDDIN 

 

Ditetapkan di Karang Baru 

pada tanggal, 30 Desember       2020 M 
                      15 Jumadil Awal 1442 H 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

dto 

MURSIL 


